KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 44 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang 
:
a.
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

b. 
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri ;
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

3. 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);

6.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Memperhatikan
:
Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-017/MK.10/ 2005 tanggal 8 Maret 2005.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:

PERTAMA 
:
Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, karena pungutan perikanan tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil serta kewenangan Kabupalen/Kota untuk memberikan SIP, IUP dan SIKPI adalah terhadap kapal perikanan tidak bermotor, bermotor luar dan bermotor dalam vang ukurannya tidak lebih dari 10 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 PK.
KEDUA
:
Agar Bupati Lombok Tengah menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Maret 2005

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd,
H. MOH. MARUF
Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1..
Presiden Republik Indonesia.

2.
Wakil Presiden Republik Indonesia.

3..
Menteri Keuangan Republik Indonesia.

4.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

5.
Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6.
Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
